KEPASTIAN HUKUM BUKTI SEMENTARA HAK ATAS TANAH DALAM JUAL
BELI TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

N
IzshR
AN

MV AmrA

-

B\ N
D{ : D

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
NUR AFITA SARI
NIM. 17103040090

DOSEN PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H, M.H.

PROGRAM STUDI ILIMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021



ABSTRAK

Jual beli tanah sesuai hukum positif dilakukan di hadapan PPAT dan
dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) untuk digunakan sebagai pendaftaran sertifikat
tanah atau proses balik nama dari pemilik tanah yang lama ke pemilik tanah yang
baru dengan tujuan menjamin kepastian hukum dari kedudukan tanah dan sah nya
peralihan hak atas tanah. Di Kabupaten Gunungkidul, jual beli tanah yang belum
bersertifikat masih sering dilakukan. Jual beli tersebut dilakukan berdasarkan
hukum adat yang mana informasi bidang tanah hanya dilihat dari surat-surat lama
atau bukti sementara hak atas tanah, dan tanpa adanya Akta Jual Beli (AJB) yang
dibuat dihadapan PPAT. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan
menjelaskan: (1) Implementasi penggunaan hak sementara atas tanah sebagai dasar
jual beli tanah yang belum didaftarkan dan (2) kepastian hukum hak sementara atas
tanah sebagai dasar jual beli tanah.

Penelitian ini merupakan field research (studi lapangan), pendekatan dalam
penelitian ini adalah yuridis-empiris, dengan metode pengumpulan data berupa
wawancara dan studi kepustakaan, penelitian ini bersifat kualitatif, mengolah data
dan dikorelasikan dengan informasi yang ada dalam pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, dalam implementasinya, jual beli
tanah di Kabupaten Gunungkidul masih banyak yang menggunakan cara adat, dan
untuk menghindarkan dari sengketa atau permasalahan, jual beli dilakukan di
hadapan pemerintah kalurahan setempat. Kedua, dalam melaksanakan pendaftaran
tanah pertamakali, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunungkidul
menemui banyak ketidaksesuaian antara informasi yang tertulis dalam surat-surat
hak sementara atas tanah dengan kondisi lapangan setelah dilakukan penelitian
terhadap bidang tanah. Tidak ada jaminan atau garansi terhadap ketidak sesuaian
tanah yang dibeli sebelum dilakukan pendaftaran tanah, oleh karena itu satu-
satunya surat yang menjamin kepastian hukum adalah Sertifikat Hak Milik (SHM).

Kata Kunci: jual beli tanah, pendaftaran tanah, hak sementara atas tanah.



ABSTRACT

The sale and purchase of land according to positive law are carried out
before the Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), and a deed of sale and purchase
is made to be used as registration of land certificates or the process of transferring
the name from the old landowner to the new landowner to ensure legal certainty of
the position of the land and the validity of the transfer land rights. In Gunungkidul
Regency, the sale and purchase of uncertified land are still common. The sale and
purchase are carried out based on customary law in which information on land
parcels is only seen from old documents or temporary evidence of land rights and
without a deed of sale and purchase drawn up before the PPAT. The purpose of this
research is to identify and explain: (1) Implementation of the use of temporary land
rights as a basis for buying and selling land that has not been registered and (2)
legal certainty of temporary rights to land as a basis for buying and selling land.

This research is field research (field study). The approach in this research is
juridical-empirical, with data collection methods in the form of interviews and
literature study. This research is qualitative, processes data, and correlates with the
information in the literature.

The results of this study are: First, in its implementation, many land sales
and purchases in Gunungkidul Regency use conventional methods, and to avoid
disputes or problems, buying and selling is carried out in front of the local village
government. Second, in carrying out land registration for the first time, the National
Land Agency of Gunungkidul Regency encountered many discrepancies between
the information written in temporary land titles and the conditions in the field after
research on the land parcels. There is no guarantee or guarantee against the
mismatch of land purchased before land registration. Therefore, the only letter that
guarantees legal certainty is a Freehold Title.

Keywords: land sale and purchase, land registration, temporary land rights.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan harta yang semakin berharga dan semakin tinggi
nilai jualnya dari waktu ke waktu. Manusia sebagai makhluk yang memiliki
kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan tentu membutuhkan
tanah untuk memenuhi kebutuhan papannya. Tanah bisa dikatakan sebagai
barang berharga tidak bergerak yang sifatnya vital bagi kehidupan manusia.
Fungsi tanah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan papan, melainkan
sebagai modal utama dalam pembangunan baik itu bidang ekonomi, industri,
pangan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya.

Dinamika pertumbuhan manusia serta berkembangnya zaman sehingga
gencar dilakukan pembangunan di berbagai sektor menjadikan kebutuhan
tanah selalu meningkat dan semakin hari ketersediaan tanah akan semakin
berkurang, dengan demikian pemerintah harus turun tangan dalam mengatur
persoalan tanah di Indonesia.! Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengatur
bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”.?

1 Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H., Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan:
Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana,
(Jakarta: Kencana, 2011) him 3.

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.



Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disebut dengan
UUPA untuk mengatur urusan pertanahan di Negara Indonesia. Mengingat
persoalan tanah sangat membutuhkan peraturan yang tertulis, maka dari itu
pemerintah dalam menentukan sikap bagaimana menghadapi berbagai
persoalan dalam hal pertanahan dapat berpedoman pada UUPA. Dengan
adanya UUPA, membuka jalan agar tercapainya maksud lain dari fungsi bumi,
air, dan ruang angkasa sebagai sarana membangun masyarakat yang adil dan
Makmur yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.3

Hukum Tanah Nasional yang ketentuan pokoknya ada di dalam
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan dasar dan
sebagai landasan hukum untuk memiliki dan menguasai tanah oleh seseorang
maupun badan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik itu untuk
keperluan pribadi, untuk bisnis maupun pembangunan. Oleh karena itu
keberadaan hak-hak perorangan atas tanah tersebut selalu bersumber pada Hak
Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria,
dan masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional
tersebut meliputi, Hak Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1), dan hak

menguasai Negara Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria,

3 Abd. Rahman dan Baso Madiong, Politik Hukum Pertanahan, (Sulawesi: Celebes Media
Perkasa, 2017), him 32.



serta hak-hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah (primer
dan sekunder) dan hak jaminan atas tanah.*

Kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah sifatnya sangat penting.
Selain Undang-Undang yang dijadikan oleh Negara sebagai alat perlindungan
serta merupakan sarana terciptanya kepastian hukum mengenai hak milik atas
tanah, pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur atau Undang-Undang yang
berlaku mengenai perlindungan dan pemberian kepastian hukum juga
berpengaruh pada terciptanya kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah itu
sendiri.

Sejauh ini, satu-satunya bukti yang sah di mata hukum dalam
penguasaan hak milik atas tanah adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan
olen Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah di mana tanah tersebut
berada. Namun perlu diketahui bahwa sekarang ini banyak tanah yang belum
bersertifikat. Banyak diantara pemilik tanah maupun ahli waris masih belum
mendaftarkan kepemilikan tanahnya dengengajukan penerbitan Sertifikat Hak
Milik ke Badan Pertanahan Nasional dengan berbagai alasan, baik karena
ketidak mampuan mengurus atau memproses berkas-berkas mulai dari
pengesahan ke notaris dan mengurus prosedur penerbitan sertifikat di Badan
Pertanahan Nasional (BPN), hingga kurangnya kesadaran dari pemilik hak atas
tanah mengenai pentingnya mendaftarkan kepemilikan tanahnya ke BPN,

karena alat bukti tertulis yang sah di mata Negara perihal kepemilikan tanah

4 Darwis Anatami, “Tanggung Jawab Siapa, bila Terjadi Sertifikat Ganda atas Sebidang
Tanah”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, No 1, 2017. him 2.



adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional
(BPN).

Tanah yang belum bersertifikat bisa beresiko diklaim oleh pihak lain.
Bukti kepemilikan sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik bisa berupa
Letter ¢, Girik, Petuk D atau Ketitir. Girik kedudukannya bisa sebagai surat
bukti kepemilikan tanah yang belum bersertifikat hak milik yang digunakan
sejak zaman Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) belum dilahirkan dan
keberadaannya masih diakui hingga sekarang.® Namun yang dipertanyakan
adalah sejauh mana bukti hak sementara atas tanah ini dapat dipergunakan
masyarakat pada umumnya dan pemegang hak milik atas tanah pada khususnya
untuk keperluan pengakuan hak milik atas tanahnya terutama sebagai dasar jual
beli atas tanah tersebut.

Tanah yang statusnya belum didaftarkan atau masih berupa tanah girik,
maka kedudukan tanah tersebut adalah tanah milik adat yang mana tanah
tersebut hanya dicatat dalam buku Letter C. Buku memuat informasi tanah
sebatas sejarah dan riwayat tanah berupa urutan orang yang memiliki kuasa
atas tanah tersebut atau pemilik tanah dari awal sampai akhir. Dalam surat girik
menyatakan bahwa pemilik Letter C hanya memiliki hak dan wewenang untuk
mengelola tanah dan sebagai dasar untuk membayar pajak. Maka dari itu,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan hak milik

5 Sri Handayani dan Pius Tri Wahydi, “Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Letter C, Girik dan
Petuk D sebagai Alat Bukti Permulaan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal
Repertorium, ISSN:2355-2646. Vol. 11 No.2, (Universitas Negeri Solo: Solo, 2015), him 127.



atas tanah yang kewenangannya diserahkan pada Badan Pertanahan Nasional
(BPN), dengan demikian legitimasi hukum terhadap surat yang diterbitkan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi bukti yang sah dan memiliki
kepastian hukum dalam penguasaan hak milik atas tanah.®

Tujuan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Pasal 3 adalah:

“Pendaftaran tanah bertujuan:

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada
pemengang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan
hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun yang sudah terdaftar;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”

Menurut Undang Undang diatas, pendaftaran tanah sangat penting
dilakukan, mengingat tanah yang telah didaftarkan atau diterbitkan Sertifikat
Hak Miliknya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan kepastian
hukum bagi pemiliknya, terlebih untuk kepentingan jual beli, akan memberikan
jaminan yang kuat kepada calon pembeli bahasannya tanah yang akan
dibelinya itu pasti soal bukti kepemilikannya.

Di wilayah Gunungkidul, masih banyak tanah yang belum bersertifikat

hak milik. Data per-Tahun 2019 mencatat jumlah bidang tanah di Kabupaten

Gunungkidul yang terbagi menjadi 18 Kecamatan terdapat presentase cukup

® Kian Goenawan, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti, (Yogyakarta: Best
Publisher, 2009), him 30.



tinggi dalam hal bidang tanah yang belum bersertifikat hak milik. Data pada
Januari 2019, jumlah bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul ada sekitar
593.035, yang sudah bersertifikat ada sekitar 377.396 bidang tanah, itu artinya
masih ada sekitar 215.639 bidang tanah, atau jika dipresentasekan ada sekitar
63% tanah yang belum bersertifikat.”

Dari sekian ribu jumlah tanah di Gunungkidul yang belum bersertifikat,
tidak menutup kemungkinan diantara bidang tanah tersebut sudah dilakukan
jual-beli atau beberapa diantara kepemilikan tanah diperoleh dari proses jual-
beli. Padahal, pada zaman sekarang ini persoalan tanah terlebih lagi jika
berkaitan dengan beralihnya hak milik, baik melalui waris maupun jual-beli
sangat riskan terjadinya permasalahan dan sengketa. Sengketa sangat mungkin
terjadi baik berasal dari permasalahan kepemilikan, pemanfaatan, hingga
ketika tanah tersebut berpindah tangan. Ketika terjadi permasalahan atau
sengketa, yang paling dibutuhkan adalah bukti, kemudian ketika sengketa itu
terjadi, bukti yang kuat dan sah dimata hukum adalah Sertifikat Hak Milik yang
diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Dalam hal jual beli, umumnya pemilik tanah atau pihak penjual
menunjukkan Sertifikat Hak Milik dari tanah yang akan dijualnya kepada pihak
pembeli sebagai dasar dan bukti bahwa tanah yang akan dijualnya adalah sah
kepemilikannya di mata hukum dan negara. Begitu juga dengan pihak pembeli,

terlebih dahulu harus mengetahui tentang kepastian hukum tanah yang akan

7 https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/2019/01/28/215-639-bidang-tanah-belum-

bersertifikat/ diunduh pada 17 Januari 2020 pukul 11.58 WIB.



https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/2019/01/28/215-639-bidang-tanah-belum-bersertifikat/
https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/2019/01/28/215-639-bidang-tanah-belum-bersertifikat/

dibelinya. Hal tersebut penting dilakukan mengingat tanah merupakan barang
berharga yang nominalnya tidak sedikit, maka sebelum memutuskan untuk
melakukan pembelian tanah perlu adanya ketelitian dan kehati-hatian dalam
mencermati jaminan akan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah yang
akan dibelinya. Kecermatan dan kehati-hatian sebelum melakukan transaksi
jual-beli tanah dilakukan untuk mencegah dari peluang terjadinya sengketa
setelah terjadinya transaksi jual-beli tanah tersebut.®

Pemegang hak milik atas tanah dapat melakukan jual beli tanah yang
ada dalam penguasaannya. ldealnya, data yang harus disiapkan ketika akan
melakukan jual beli tanah adalah Sertifikat Hak Milik (SHM). Sertifikat tanah
yang telah disiapkan oleh pihak penjual selanjutnya dicek keasliannyabeserta
bukti-bukti pembayaran pajaknya, kemudian PPAT bisa melangsungkan
proses jual belinya.® Namun, banyak diantara masyarakat pemegang hak milik
atas tanah yang tidak menyadari akan hal tersebut, mereka membiarkan tanah
kepemilikannya tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang
kemudian hanya memiliki bukti tertulis berupa bukti hak sementara atas tanah,
bahkan ketika tanah tersebut dipergunakan untuk jual beli. Di wilayah

Gunungkidul, jual beli tanah yang belum didaftarkan masih sering terjadi,

8 Baiq Henni Paramita Rosandi, “Akibat Hukum Jual Beli Hak atas Tanah yang Belum

Didaftarkan”, Jurnal IUS Vol IV No 3 (Magister Kenotariatan Universitas Mataram, 2016), him.

424,

® Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Mudah,

Cerdas, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan, (Kaifa: Bandung, 2011), him 26.



padahal bukti tertulis dari kepemilikan tanah adalah Sertifikat Hak Milik yang
didapatkan melalui proses pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai permasalahan tersebut dengan mengajukan penelitian Skripsi dengan
judul “Kepastian Hukum Hak Milik Sementara atas Tanah Sebagai Dasar

Jual Beli Tanah yang Belum Didaftarkan”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis sebelumnya, penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penggunaan hak sementara atas tanah sebagai

dasar jual beli tanah yang belum didaftarkan?

2. Apakah Hak Sementara atas Tanah sudah memberikan kepastian hukum
dan berlaku sebagai dasar jual beli tanah sebelum diterbitkan Sertifikat Hak

Milik?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya, tujuan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui kenyataan di lapangan mengenai implementasi jual-
beli tanah yang belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional

(BPN).

b. Untuk mengetahui apakah hak sementara atas tanah sudah memberikan
kekuatan hukum dan berlaku sebagai dasar penguasaan hak milik atas
tanah terlebih untuk keperluan jual beli tanah yang belum diterbitkan

Sertifikat Hak Milik.



2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan manfaat

praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

referensi dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bidang

hukum pertanahan mengenai kepastian hukum hak sementara atas tanah

sebagai dasar penguasaan hak milik atas tanah dan keperluan jual beli

pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1)

2)

3)

Bagi penulis dan masyarakat umum penelitian ini sebagai sarana
menambah wawasan sebagai warga masyarakat yang pada
kehidupannya sering menjumpai permasalahan dalam hal jual beli
tanah.

Bagi pemegang hak milik atas tanah yang belum didaftarkan
penelitian ini menjadi sarana peningkatan kesadaran akan
pentingnya sebuah bukti administrasi dalam kepemilikan tanah dan
mengetahui seberapa dampak jika tanah yang dimilikinya tidak
didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional terlebih jika suatu saat
bermaksud untuk menjual tanah tersebut.

Bagi pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional sebagai

masukan pentingnya melaksanakan pendaftaran tanah dengan
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bukti berupa agar berjalan seperti perundang-undangan yang

berlaku serta untuk mencegah adanya sengketa tanah.

D. Telaah Pustaka

Telah pustaka merupakan bagian yang sangat penting untuk
menguatkan hasil penelitian yang didapat penulisan skripsi ini. Penulis
menyadari bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Dalam
menyusun skripsi ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya
untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan judul skripsi ini
maupun untuk membandingkan informasi yang didapat pada penelitian
sebelumnya dengan informasi yang didapat pada penelitian ini. Meskipun
dalam proses penyusunan skripsi ini penulis belum menemukan karya atau
hasil penelitian sebelumnya dengan pembahasan dan objek penelitian yang
sama, namun peneliti menemukan beberapa hasil penelitian dengan tema yang
sama hanya saja terdapat beberapa perbedaan. Penelitian sebelumnya yang

serupa dengan skripsi ini antara lain:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Edy Suparyono, SH., mahasiswa
program Pascasarjana Magister Kenotariatan Unversitas Diponegoro
Semarang yang berjudul “Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Untuk
Memperoleh Hak atas Tanah di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur”.
Penelitian ini disahkan pada April 2008 oleh Universitas Diponegoro. Diantara
objek penelitian ini adalah warga Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang

ingin memperoleh kepastian hukum mengenai kepemilikan tanahnya namun
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hanya memiliki bukti tertulis berupa Letter C. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui bagaimana kekuatan hukum Letter C untuk memperoleh hak milik
atas tanah dan apa hambatan dalam penguasaan hak milik atas tanah
berdasarkan Kutipan Buku Letter C.1° Tesis yang ditulis Edy dengan penelitian
yang akan dilakukan dalam skrisi ini memiliki kesamaan berupa sumber dari
penelitiannya yaitu bidang tanah yang dimiliki seseorang berdasarkan surat hak

sementara atas tanah.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Kedudukan Hukum Registrasi Desa
(Letter C) dalam Pembuktian Hak Milik atas Tanah Menurut UUPA No. 5
Tahun 1960 yang ditulis oleh Yulyanti M. Rampengan, mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, yang diterbitkan
dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IV, Nomor 4, pada April 2016.
Penelitian yuridis-normatif ini untuk mengetahui kedudukan Letter C menurut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau biasa disebut dengan Undang
Undang Pokok Agraria (UUPA). Sedikit berbeda fokus penelitian dengan
skripsi ini, Jurnal ini membahas mengenai kedudukan surat sementara tanah,
sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini mengarah pada

jual-belinya, meski demikian penemuan yang ditulis dalam jurnal ini terdapat

10 Edy Suparyono, S.H., “Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti untuk Memperoleh Hak
atas Tanah di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur”, Tesis, (Semarang; Universitas Diponegoro,
2008) .
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informasi yang dibutuhkan sebagai acuan dan sebagai bahan pembanding

untuk analisis dalam penelitian skripsi yang akan dilakukan.!

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah
yang Belum Didaftarkan”, yang ditulis oleh Baiq Henni Paramita Rosandi,
mahasiswa pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Mataram, yang
dimuat dalam Jurnal IUS Vol IV Nomor 3, pada Desember 2016. Penelitian ini
fokus dalam hal jual beli tanah yang belum didaftarkan dan hanya memiliki
Letter C sebagai dasar penguasaan hak milik atas tanah yang akan diperjual
belikan, mencari tau bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pembeli,
yang mana bersedia melakukan transaksi atas tanah yang belum bersertifikat
hak milik atau tanah yang belum didaftarkan. Tujuan dari penelitian ini
mengetahui bagaimana jual beli tanah yang belum didaftarkan dilakukan.!2
Penelitian dalam Jurnal ini memiliki permasalahan yang sama dengan
penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini, yaitu meneliti jual beli tanah
yang belum didaftarkan, dalam penelitian jurnal ini tujuannya untuk mencari
tau akibat hukumnya sedangkan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi
ini untuk mengetahui kekuatan hukum hak sementara atas tanah untuk

keperluan jual beli tanah.

1 Yulyanti M. Rampengan "Kedudukan Hukum Registrasi Desa (Letter C) Dalam
Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960." Jurnal Lex
Administratum Vol 4 No.4, 2016.

12 Baiq Henni Paramita Rosandi, “Akibat Hukum Jual Beli Hak atas Tanah yang Belum
Didaftarkan”, Jurnal 1US Vol IV No 3 (Magister Kenotariatan Universitas Mataram, 2016), him
422-423.
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E. Kerangka Teoritik
1. Teori Kepastian Hukum

Tujuan dari hukum yang sebenarnya adalah memberikan kepastian
hukum. Kepastian hukum diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi
seluruh subjek hukum yang diatur dalam hukum tersebut. Menurut pendapat
Ernst Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) arti, yang pertama
dalam kepastian hukum selalu ada aturan yang sifatnya umum yang
membuat seseorang mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau tidak
boleh dilakukan, kemudian yang kedua, kepastian hukum menjamin
keamanan hukum bagi individu atau subjek hukum dari perbuatan
sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya suatu aturan, subjek
hukum tersebut mengetahui apa saja perbuatan pemerintahan/Negara yang

boleh dilakukan kepada masyarakat/individu.*®

Kepastian hukum bisa diartikan bahwa hukum menjadi jaminan dari
keadilan. Dalam kepastian hukum, norma-norma yang mengedepankan
keadilan yang seharusnya ditegakkan dan ditaati. Menurut Gustav
Radbruch, kepastian hukum dan keadilan itu sama-sama menjadi bagian
yang penting dalam hukum.** Dalam hal jual beli tanah, umumnya penjual

memiliki bukti bahwa tanah yang akan dijualnya benar kepemilikannya

13 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari IImu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999, him. 23.

14 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit
Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, him. 95.
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dengan memberikan kepastian hukum hukum bagi calon pembeli, dan juga
menjamin adanya keadilan, karena jika bidang tanah yang dijual sudah
bersertifikat hak milik dan sudah didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan
Nasional), dengan demikian akan meminimalisir adanya permasalahan

terhadap jual beli tersebut.
2. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau
lebih yang saling sepakat atas hal-hal tertentu. Dalam perjanjian melibatkan
dua pihak atau lebih, oleh karena itu dengan adanya perjanjian maka
menimbulkan suatu perikatan antara pihak-pihak yang melakukan
perjanjian tersebut. Perjanjian diatur dalam Buku 111 KUHPerdata tentang
Perikatan. Perjanjian muncul setelah adanya kesepakatan antara para pihak
yang ada dalam perjanjian tersebut, Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan

bahwa;

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Dalam perjanjian, para pihak yang terlibat dan mengikatkan diri
dalam perjanjian tersebut sepakat untuk melaksanakan kaidah-kaidah,
ketentuan, dan hal-hal lain yang telah ditentukan, dan apabila para pihak
atau salah satu pihak tidak melaksanakan kaidah-kaidah yang telah

disepakati maka akan timbul pelanggaran hukum, karena pada dasarnya

15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.
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perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat

dijadikan sebagai bukti autentik di pengadilan.

Perjanjian jual-beli bisa menjadi salah satu alasan terjadinya
peralihan hak milik atas tanah. Pelaksanaan perjanian jual-beli tanah harus
dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar jual beli
tanah tersebut sah dan diakui secara hukum di Indonesia. Pasal 37 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali
pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku’*®

Muatan perjanjian yang dibuat dalam jual beli tanah haruslah
diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan
pihak pembeli. Mengingat dalam proses jual beli tanah ini terdapat
peralihan hak, maka penting adanya kesepakatan dan persetujuan kedua
belah pihak dalam jual beli tanah tersebut. Menurut Boedi Harsono, “Dalam
Hukum Adat perbuatan pemindahan hak (jual-beli, hibah, tukar menukar)
merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai”.!” Jadi, adanya peralihan
hak atas tanah dapat dilakukan dengan perjanjian yang dilakukan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

16 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

17 Baiq Henni Paramita Rosandi, “Akibat Hukum Jual Beli Hak atas Tanah yang Belum

Didaftarkan”, Jurnal 1US Vol IV No 3 (Magister Kenotariatan Universitas Mataram, 2016), him.

424,
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3. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah merupakan serangkaian proses yang dilakukan
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas pengajuan dari pemegang hak
milik atas tanah atau pemilik tanah dengan tujuan mendapatkan bukti
tertulis yang sah dalam menguasai bidang tanah. Pendaftaran hak milik atas
tanah ini wajib dilakukan untuk menghindarkan dari masalah atau pun
sengketa yang kemungkinan besar terjadi. Pelaksanaan pendaftaran tanah
oleh pemerintah dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dan
dilakukan dengan teratur. Asas pendaftaran tanah di Indonesia adalah asas

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.8

Bukti kepemilikan suatu tanah yang berasal dari tanah adat bisa
berupa Letter C/Girik, Petuk D atau Ketitir dan dalam praktiknya masih
digunakan dan masih sering ditemui hingga saat ini. Pada zaman penjajahan
Belanda, Letter C merupakan bukti kepemilikan yang sah dalam hal
penguasaan hak milik atas tanah. Pada zaman tersebut, setiap orang yang
mempunyai Letter C maka dialah yang dianggap sah sebagai pemegang hak
milik dan tanah tersebut ada dalam penguasaannya, dengan demikian Letter
C memiliki kekuatan hukum dan sah sebagai bukti hak milik atas tanah pada

zaman Belanda. Pada kenyataannya, banyak permasalahan tanah yang

18 Isdiyana Kusuma Ayu, “Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap di Kota Batu”, Jurnal Mimbar Hukum Vol 31 No. 3 (Universitas Islam
Malang, 2019), him 341.

17



timbul di Indonesia, kemudian pemerintah menetapkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*®

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dituliskan secara detail
mengenai pengertian dan fungsi Letter C, kedudukan Letter C dalam
penguasaan hak milik atas tanah, dan bagaimana kekuatan hukum dari

Letter C dalam penguasaan hak milik atas tanah dan lain sebagainya.

Tanah yang belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional
(BPN) dan belum diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya biasanya memiliki
surat minim berupa Letter C. Letter C diterbitkan oleh kantor kalurahan
dimana tanah itu berkedudukan, yang mana Letter C ini merupakan bukti
tertulis berupa catatan yang berada di Kantor Kalurahan. Fungsi dari Letter
C ini sebenarnya dijadikan sebagai dasar untuk keperluan penarikan pajak.
Kutipan Letter C terdapat di kantor kalurahan, induk dari kutipan Letter C
terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan
pemegang hak milik atas tanah memiliki Girik sebagai alat bukti

pembayaran pajak atas tanah yang dimilikinya.?

Pendataran tanah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya

19 Anisa Oktaviani P & Harjuno, “Kekuatan Pembuktian Surat Letter dalam Pemeriksaan
Sengketa Tanah di Persidangan”, Artikel Verstek Vol 7 No. 1 (Januari-April 2019), him 42

20 Sri Handayani, “Pendaftaran Hak atas Tanah Asal Letter C, Girik, dan Petuk D Sebagai
Alat Bukti Permulaan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Repertorium,
Volume Il No.2 (Universitas Negeri Solo; Juli- Desember 2015) him 128.
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disebut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pentingnya dilakukan
pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak
milik atas tanah. Tanah yang sudah didaftarkan ke Badan Pertanahan
Nasional (BPN) maka secara otomatis akan diterbikan Sertifikat Hak Milik,
dalam Sertifikat Hak Milik tersebut terdapat data mengenai tanah dan
kepemilikannya, yang mana dapat dijadikan bukti yang kuat dan sah dalam

penguasaan atas tanah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk
mencari data-data dan informasi yang diperlukan guna menjawab
pertanyaan berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti berusaha
memaksimalkan kemampuan guna mencari informasi yang akurat dari
narasumber maupun melalui pengamatan ke lembaga BPN (Badan
Pertanahan Nasional) dan pihak pemegang hak milik atas tanah yang belum
didaftarkan atau diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau dengan kata
lain hanya memiliki surat hak sementara atas tanah sebagai dasar
penguasaan atas tanahnya, dan narasumber lain yang kemungkinan

dibutuhkan informasinya untuk pengembangan data yang diperoleh.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk menemukan jawaban dari
permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, dengan
menggunakan bahan-bahan dan referensi tentang hukum, mengenai norma-
norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis tentang jual beli tanah dan pendaftaran tanah,
kemudian mencari informasi mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan
tersebut diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkaitan

dengan masalah jual beli tanah yang belum didaftarkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dalam penelitian ini. Objek penelitian yang pertama adalah
Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mengetahui beberapa informasi

terkait penelitian ini antara lain:

1) Sejauh mana lembaga tersebut menindak lanjut kepemilikan surat
hak sementara atas tanah sebagai dasar penguasaan hak milik atas
tanah untuk kemudian didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat Hak
Milik (SHM).

2) Adakah permasalahan yang timbul dalam pembuatan atau
penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang mana peralihan hak

milik tersebut melalui proses jual beli, namun tanah yang menjadi
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objek jual beli tesebut sebelumnya belum pernah didaftarkan ke
Badan Pertanahan Nasional (BPN)

3) Langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta solusi ketika
terjadi suatu peristiwa hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik

(SHM).

Selain Badan Pertanahan Nasional (BPN), peneliti juga mencari
informasi ke beberapa Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul untuk
mengetahui bagaimana implementasi jual-beli tanah yang belum
didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Beberapa pertanyaan
akan diajukan oleh peneliti untuk mengetahui pendapat Narasumber
baik secara objektif maupun secara subjektif. Dalam melakukan
wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan baik secara langsung

maupun tidak langsung terhadap narasumber.

. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber
yang dapat dijadikan referensi atau rujukan berupa Undang-Undang,
peraturan, buku-buku, skripsi, jurnal, artikel yang berkaitan dengan
kekuatan hukum hak sementara atas tanah untuk penguasaan hak milik
atas tanah, berkaitan dengan pendaftaran tanah, dan berkaitan dengan

jual beli tanah.

21



4. Metode Analisis Data

Penelitian mengenai kepastian hukum hak sementara atas tanah
sebagai dasar jual beli tanah yang belum didaftarkan ini bersifat kualitatif.
Data primer maupun data sekunder yang dihasilkan dari narasumber
maupun responden akan ditelaah bersamaan dengan literatur atau
perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dari hasil
analisis data dan literatur kemudian akan ditarik kesimpulan agar menjawab

pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini ditulis dengan tujuan memberikan gambaran
mengenai arah penelitian ini agar berjalan sistematis dan diuraikan sesuai
dengan bab bab dengan berurutan. Adapun sistematika penulisannya adalah

sebagai berikut:

BAB |, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
metode penelitian hingga metode analisis data, dan kemudian sistematika

penulisan.

BAB I, berisi tentang tinjauan umum hak sementara atas tanah, jual-

beli tanah, serta Undang-Undang yang mengatur tentang pendaftaran tanah.

Bab 11l membahas hak menguasai tanah bagi pemegang hak milik atas

tanah yang belum didaftarkan, kendala kepemilikan tanah yang masih berupa
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tanah girik, serta pelaksanaan jual beli tanah tanpa adanya Sertifikat Hak Milik

(SHM) dan hanya berdasarkan pada bukti sementara hak milik atas tanah.

BAB 1V, berisi analisis penggunaan hak sementara atas tanah sebagai
dasar penguasaan hak milik atas tanah untuk keperluan jual beli tanah yang
belum didaftarkan, risiko serta akibat hukum yang ditimbulkan ketika
melakukan jual beli tanah yang belum didaftarkan dan belum diterbitkan

Sertifikat Hak Miliknya.

BAB V, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari
keseluruhan informasi yang didapat dari hasil penelitian yang kemudian telah
dilakukan analisis oleh penulis. Dari hasil kesimpulan kemudian ditulis saran
dari kesimpulan yang diperoleh. Pada bab penutup ini juga dicantumkan daftar

pustaka dari referensi yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Implementasi penggunaan bukti sementara hak atas tanah menurut
sampel kalurahan yang menjadi objek penelitian, seluruhnya masih
melaksanakan jual beli tanah yang belum didaftarkan dan diterbitkan
Sertifikat Hak Milik (SHM). Masyarakat Kabupaten Gunungkidul
masih menggunakan cara adat dalam jual beli tanah. Untuk
meminimalisir permasalahan yang kemungkinan akan timbul dalam
praktik jual beli tanah yang belum didaftarkan, proses transaksi dihadiri
dan disaksikan oleh perangkat desa setempat dan pemilik hak atas tanah
yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang menjadi objek jual

beli.

Kepastian hukum Letter C tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-
Undang atau peraturan lainnya. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang berasal dari tanah jual beli banyak menemui ketidak
sesuaian antara informasi yang tertulis dalam bukti sementara dengan
kondisi langsung yang ditemukan di lapangan. Meskipun demikian,
tidak ada larangan khusus mengenai perbuatan hukum tersebut, dan juga
tidak ada jaminan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Jadi, ketika
memutuskan untuk melakukan jual beli tanah berdasarkan bukti

sementara hak atas, maka konsekuensi ditanggung oleh para pihak.
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Sesuai dengan ketentuan, bahwa adanya pendaftaran tanah bertujuan
untuk menjamin kepastian hukum, maka satu-satunya bukti yang pasti

adalah Sertifikat Hak Milik (SHM).

B. Saran

1. Untuk warga masyarakat secara umum yang memiliki hak atas tanah
dan belum didaftarkan, untuk segera mendaftarkan kepemilikan
tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diterbitkan
Sertifikat Hak Milik (SHM) agar mendapatkan kepastian hukum yang

sah di mata Negara dan terselenggaranya tertib administrasi

2. Untuk masyarakat yang melaksanakan jual beli tanah berdasarkan bukti
kepemilikan sementara atas tanah, untuk teliti dan cermat serta
melibatkan saksi yang berkompeten, seperti warga masyarakat terdekat
atau yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut serta memastikan
keterlibatan Perangkat Desa setempat karena mereka yang mengetahui
dengan baik mengenai seluk beluk bidang tanah serta catatan tanah di
Kantor Kalurahan. Jadi jika jual beli sudah sah dan terang harus segera
dilakukan pendaftaran atas bidang tanah tersebut agar mendapat
kepastian hukum

3. Untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mensosialisasikan
pentingnya pendaftaran tanah ke masyarakat luas dengan memberikan
penjelasan bahwasannya rumitnya proses semata-mata dikarenakan

perlunya ketelitian dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM).
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